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Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang
Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang Berkualitas

Pengelolaan perikanan tangkap merupakan upaya terpadu dan terencana dalam
memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek
ekologi, ekonomi dan sosial sekaligus mengurangi tekanan terhadap ekologi dan
ekosistem laut. Hal ini untuk mewujudkan menjaga kelestarian dengan jumlah
tangkapan yang diperbolehkan berada di nilai 80% dari potensi lestari sebesar 12,54
juta ton. Pengelolaan perikanan tangkap sangat erat kaitannya dengan sumber daya
ikan, infrastruktur dan SDM perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap
secara keseluruhan ini dimaksudkan agar terjaganya stok perikanan, pemerataan
ekonomi di daerah, akurasi pendataan serta optimalisasi pelabuhan pendaratan ikan.
Terdapat major project di bidang pengelolaan perikanan tangkap diantaranya terkait
penguatan jaminan usaha serta korporasi petani nelayan dan integrasi pelabuhan
perikanan bertaraf internasional. Hal ini dilakukan untuk peningkatan pendapatan
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang
Ditindaklanjuti

Definisi:

Terdapat 4 Rumusan Kebijakan pada indikator kebijakan Persentase Rumusan
Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang Ditindaklanjuti dan
berikut adalah deskripsi dari masing-masing rumusan kebijakan tersebut:

1. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perikanan
Tangkap yang Berkelanjutan
Kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan daya saing sektor perikanan
tangkap melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan. Infrastruktur perikanan tangkap akan membahas
pemenuhan standar kapal perikanan tangkap, alat tangkap yang digunakan,
peningkatan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, pusat pengolahan dan
infrastruktur pendukung lainnya.

2. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya lkan di WPP
Kebijakan yang menjamin keberlangsungan sumber daya ikan, kesejahteraan
nelayan dan kelestarian ekosistem. Pendekatan ini melibatkan penetapan batas
wilayah pengelolaan perikanan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya.
Sumber daya ikan berkaitan dengan alokasi sumber daya ikan, jumlah
tangkapan sesuai kuota dan zona penangkapan ikan di WPP

3. Deskripsi Rumusan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM
Perikanan Tangkap
Kebijakan terkait tata kelola perikanan tangkap secara berkelanjutan yang
terintegrasi baik unsur regulasi, database perijinan, integrasi pengelolaan
perizinan pusat dan daerah, tata kelola usaha perikanan tangkap, dukungan
SDM, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui optimalisasi kompetensi,
sertifikasi, kualitas Lembaga diklat, pelatihan, bimtek, perlindungan pekerja
bidang KP, nelayan/awak kapal dan dukungan pembiayaan dan sarpras,




Satuan Pengukuran

Unit Penanggung jawab

Unit/Pihak Penyedia Data

standarisasi, dan pengakuan serta peningkatan Kerjasama antar stakeholuder
(Keterkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi)

4. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pendanaan Biru Berkelanjutan
Kebijakan yang mendukung pembiayaan yang berkelanjutan untuk pemulihan
dan rehabilitasi menuju karbon biru. Pengembangan ekonomi maritim yang
berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap pendanaan bagi pelaku usaha di
sektor perikanan, mendorong investasi yang bertanggung jawab serta
meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait ekonomi biru.

Formula:

Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang Ditindaklanjuti (4)
x 100%

Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang Ditetapkan (4)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi,
pengendalian, dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap

Persentase

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengembangan
Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian PUPR

Bappenas
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Pemerintah Daerah
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Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
lkan di WPP

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bappenas

Akademisi

Asosiasi

Pemerintah Daerah
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Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Tata Kelola dan
Pengembangan SDM Perikanan Tangkap
Kemenko PMK

Bappenas

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Perhubungan

Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Asosiasi

. Pelaku Usaha

10. Nelayan

11. BNSP
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Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pendanaan
Biru Berkelanjutan

Bappenas

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Keuangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Luar Negeri

Mitra Pembangun
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Sumber Data

7. Pemerintah Daerah

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur
Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

Data Pelabuhan

Data Pangkalan Pendaratan lkan

Data Hibah Luar Negeri terkait Pelabuhan Terintegrasi

Data Realisasi Program KKP

Notulensi Rapat Koordinasi

aRWON

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya lkan di
WPP

1. Data Produksi Perikanan Tangkap

2. Data Potensi Sumber Daya Ikan di WPP

3. Data Kuota/Stok Perikanan

4. Data Realisasi Program KKP

5. Notulensi Rapat Koordinasi

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM
Perikanan Tangkap

1. Data Perizinan

2. Data Awak Kapal Perikanan Dalam dan Luar Negeri

3. Data SDM Kemaritiman

4. Data Pendidikan, Kompetensi dan Sertifikasi SDM Kemaritiman

Sumber Data terkait Rumusan Kebijakan Pengelolaan Pendanaan Biru
Berkelanjutan

1. Data Potensi Ekonomi Sektor Perikanan

2. Data Tingkat Kontribusi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3. Data Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan

4. Data Kerangka Kerja dan Regulasi

5. Notulensi Rapat Koordinasi
Jenis Konsolidasi Periode ‘ () Sum () Average (x) Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi : ‘ (x) Sum () Average () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja : ‘ (x) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan ‘ (x) Triwulan () Semesteran () Tahunan

. 2023 2024
Periode Pelaporan —
Target Realisasi Target
TRIWULAN 1 - - -
TRIWULAN 2 - - -
TRIWULAN 3 - - -
TRIWULAN 4 100% 100% 100%

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan
Tangkap

Ir. lkram M. Sangadji, M.Si
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Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang
Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang Berkualitas

Deskripsi Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang
Pengelolaan Perikanan Tangkap Yang Berkualitas adalah kondisi dimana rumusan
kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan ditindaklanjuti, pengelolaan
perikanan tangkap yang terpadu, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya ikan. Kebijakan peningkatan ikan terukur yang menjaga

kelestarian stok sumber daya ikan dengan sistem kuota

: ‘ Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan |

Terdapat 2 Isu Strategis pada indikator kebijakan Persentase isu-isu strategis yang

diselesaikan dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing isu-isu tersebut:

1. Deskripsi Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish
Market Bertaraf Internasional
Integrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan
perikanan dan mewujudkan pasar ikan bertaraf international untuk menunjang
usaha perikanan di hulu yang memiliki peran dalam mendukung pemenuhan
bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan ekspor dalam kerangka
penangkapan ikan terukur. Dilakukan dengan meningkatkan pelayanan
operasional di pelabuhan, peningkatan failitas pelabuhan, meningkatkan
ketelusuran hasil tangkapan dan peningkatan mutu hasil tangkapan.

2. Deskripsi Koordinasi Penangkapan lkan Terukur

Pengelolaan perikanan tangkap untuk meingkatkan kesejhateraan nelayan yang
dilakukan dengan penerapan output kontrol penerapan sistem kuota, akses yang
lebih adil ke sumber daya ikan, serta mewujudkan ketahanan pangan.
Penangkapan ikan terukur merupakan suatu pengembangan ekonomi dan
pengelolaan ekosistem yang berpihak pada pendistribusian pembangunan yang
merata di setiap zona sehingga memberikan multiplier effect yang optimal bagi
perekonomian dan masyarakat lokal.

Formula:

Jumlah Isu Strategis yang Diselesaikan (2)
Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan (2)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian isu strategis.

x 100%

‘ Persentase |

‘ Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap |

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan




Bappenas
Kementerian PUPR
Pemerintah Daerah
Mitra Pembangun
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Unit/Pihak Penyedia Data terkait Koordinasi Penangkapan lkan Terukur
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Bappenas

3. Akademisi

4. Asosiasi

Sumber Data terkait Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan Perikanan
dan Fish Market Bertaraf Internasional

Data Ketersediaan Lahan

Data Hasil Produksi

Data Pendanaan

Data Pengembangan Pelabuhan dan Pasar Ikan Bertaraf Internasional

roN=

Sumber Data
Sumber Data terkait Koordinasi Penangkapan lkan Terukur

1. Data Kuota Penangkapan lkan
2. Data Pengawasan Penangkapan lkan
3. Data Pemantauan Kapal
4. Data Produksi Perikanan
5. Data PNBP Hasil Perikanan
Jenis Konsolidasi Periode : ‘ () Sum () Average (x) Take last
Jenis Konsolidasi Lokasi : ‘ (x) Sum () Average () Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja : ‘ (x) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan : ‘ (x) Triwulan () Semesteran () Tahunan
. 2023 2024
Periode Pelaporan —
Target Realisasi Target
TRIWULAN 1 - - -
TRIWULAN 2 - - -
TRIWULAN 3 - - -
TRIWULAN 4 100% 100% 100%

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan
Tangkap

Ir. lkram M. Sangadji, M.Si



